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ABSTRAK 

 

PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA 

SENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA 

POKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUS-

MEREK/2018/PN.JKT.PST) 

 

Oleh 

Randi Sukarna Nopriadi 

 

Penelitian ini berawal dari salah satu pelaku usaha yang secara sengaja atau tidak 

sengaja mendompleng, menjiplak atau meniru serta memiliki unsur persamaan 

pada pokoknya antara merek yang baru didaftarkan dengan merek yang terdahulu 

didaftarkan, hal ini menjadi beresiko ketika pelaku usaha lain yang melakukan hal 

tersebut merugikan usaha milik pihak lain yang sudah memiliki reputasi baik dari 

konsumen sebelumnya. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah analisis yuridis 

unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan bagaimanakah analisis dari 

Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst, bagaimanakah 

peran penasehat hukum dalam menangani perkara sengketa merek khusus unsur 

persamaan pada pokoknya. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 

yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi 

kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif. 

 

Penulis menyimpulkan dalam analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya 

berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, di bagian Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 
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2016 tolak ukur yang digunakan untuk mengatakan suatu merek memiliki unsur 

persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain ditandai dengan adanya 

unsur yang dominan atau dapat dipahami maksudnya adalah unsur yang paling 

pokok dan utama dari merek. Artinya persamaan pada pokoknya muncul karena 

adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek yang 

diperbandingkan. Penulis melihat terjadi disharmonisasi dalam Putusan Majelis 

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Putusan 

Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst. Selanjutnya Penulis 

menyimpulkan tindak lanjut dari putusan tersebut yang berujung upaya hukum 

hingga tingkat Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 telah 

sesuai dengan konsep pengaturan hukum positif dapat dicoret dengan cara 

dibatalkan dalam Daftar Umum Merek pendaftarannya. Peran penasehat hukum 

dalam membantu perkara tersebut sangat penting karena menyangkut 

kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya 

usaha meniru dengan merek milik pihak lain. 

 

Kata Kunci : Merek, Unsur Persamaan Pada Pokoknya, Penasehat Hukum 
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ABSTRACT  

 

 

LEGAL ADVISOR ROLE IN HANDLING MARK DISPUTES RELATED 

TO SIMULTANEOUS ELEMENTS (COURT DECISION NUMBER 

52/PDT.SUS MERK/2018/PN.JKT.PST) 

 

 

By  

Randi Sukarna Nopriadi 

 

 

This research started with one of the business sectors that intentionally or 

unintentionally copied, copied, or imitated and had elements of similarity in 

essence between the newly registered mark and the previously registered mark, 

this becomes risky when other business sectors do this to harm the business. 

owned by other parties who already have a good reputation from previous 

consumers. With the formulation of the problem, How is the juridical analysis of 

elements of equality in essence based on Law Number 20 of 2016 concerning 

Marks and Geographical Indications, what is the analysis of the Court Decision 

Number 52/Pdt.Sus Brand/2018/PN.Jkt.Pst, and Effors by legal advisors in 

dealing with cases of disputes over special marks have an element of equality in 

essence. 

 

The method used in this research is the normative juridical law research method. 

The legal materials that the authors use in this study are primary legal materials, 

secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques 

used in this research are library and document studies. Data analysis in this study 

was carried out qualitatively. 
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The author concludes in the juridical analysis the elements of equality are 

essentially based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and 

Geographical Indications, in the Elucidation section of Article 21 paragraph 1 of 

Law Number 20 of 2016 the benchmark used to say a brand has elements of 

equality in essence with a brand belonging to another party is marked by the 

presence of a dominant element or the meaning of which is understandable is the 

most basic and main element of the brand. This means that similarities in essence 

arise because of similarities in form, meaning, and sound of the brands being 

compared. The author sees disharmony occurring in the Decision of the Panel of 

Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta, District Court regarding 

Court Decision Number 52/Pdt.Sus Merk/2018/PN.Jkt.Pst. Furthermore, the 

author concludes that the follow-up of the decision which led to legal action up to 

the level of Review of Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 is in accordance 

with the concept of positive legal arrangements can be crossed out by canceling it 

in the General Register of Marks according to the Explanation of Article 21 

paragraph 1 Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical 

Indications. Legal advisor part on assisting said cases are vital of welfare and 

legal protection for harmed parties  following the attempt of business duplication 

of other‟s brand. 

 

Keywords: Brand, Elements of Equality in Essence, Legal Advisors 
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MOTTO 

 

“Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus 

Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan 

mempercayakan pelayanan ini kepadaku.”  

(1 Timotius 1:12) 

 

“Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan 

melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima 

sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari 

padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak 

dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.”  

(Lukas 12:48) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian di berbagai negara semakin berkembang maju dan 

pesat, kemajuan ini disebabkan oleh aktivitas perkembangan teknologi 

telekomunikasi dan informasi yang diciptakan oleh manusia dengan ilmu 

pengetahuan yang berkembang untuk menciptakan berbagai jenis karya berupa 

karya teknologi, seni ataupun sastra. Para pelaku usaha berlomba-lomba agar 

dapat meningkatkan inovasi usahanya sehingga produk yang dihasilkan dapat 

dikenali oleh masyarakat luas. Menurut Zimmerer inovasi adalah kemampuan 

untuk menerapkan penyelesaian ide kreatif dari suatu masalah dan dengan 

harapan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.
1
 Karya yang dihasilkan dari 

hasil olah pikir dapat membuat manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia yang 

perlu dilindungi agar tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan terkhusus dalam perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual di 

Indonesia. 

 

Sistem perlindungan hukum mengenai kekayaan intelektual di Indonesia dikenal 

sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Djumhana dan 

Djubaedillah, terkait HKI adalah suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif yang 

                                                           
1
 Zimmerer, Dkk, T, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta : Salemba 

Empat, 2009), hlm.21 
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ditampilkan pada khalayak umum dalam berbagai bentuk nyata yang memiliki 

manfaat serta bernilai ekonomis. Berbagai bentuk nyata yang ditampilkan dari 

kekayaan intelektual berasal dari cipta, rasa dan karsa manusia.
2
 Perlindungan 

HKI tergolong kedalam dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. 

Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. 

 

Perlindungan hukum HKI merupakan perlindungan benda tak berwujud nyata atau 

yang disebut benda imaterill secara yuridis diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPer) yakni segala sesuatu yang menjadi objek hak 

milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, 

termasuk hak merek merupakan hak kekayaan immateriil dan lain-lain
3
. 

Perlindungan HKI yang tak berwujud nyata memiliki peranan penting bagi merek 

dengan segala aspeknya karena ada royalti atau mengandung nilai aset kekayaan 

yang sangat besar.
4
 Disamping itu juga HKI perlu mendapat perlindungan 

terutama terkait penjiplakan dari lawan pesaing bisnis.
5
 Dalam berbagai bidang 

kehidupan sehari-hari setiap barang yang kita kenakan memiliki merek yang 

melekat didalamnya misalnya: pakaian, sepatu, tas, makanan, minuman dan 

sebagainya, perlindungan hukum merek bertujuan agar tidak ada pihak lain secara 

sengaja atau tidak sengaja mendompleng, menjiplak atau meniru serta memiliki 

unsur persamaan pada pokoknya antara merek yang baru didaftarkan dengan 

                                                           
2
 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian 

Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 1.  
3
 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektal (Intellectual Property Rights), (Depok: PT 

Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 441. 
4
 Erman Radjagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Penerbit FH UI, 2006), hlm. 10. 

5
 Syafrinaldi, Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global, 

(Riau: UIR Press, Cet I, 2001), hlm.1. 
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merek yang terdahulu didaftarkan. Dengan demikian setiap pemegang hak merek 

perlu mendapat perlindungan dari negara karena hak atas merek memiliki potensi 

yang besar untuk menciptakan sengketa.
6
  

 

Definisi merek dalam  Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) 

pasal 1 ayat 1 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 atau 3  dimensi, suara 

hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih ddunsur duntuk membedakan barang 

dan / atau  jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Menurut H.M.N Purwosutjipto merek 

adalah tanda, dari suatu barang tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan 

dengan benda yang lain yangdsejenis. Kedua definisi diatas mengartikan 

bahwadmerek berfungsidsebagai pembeda untuk dikenali identitas, sumber dan 

asal-usuldsuatu barang ataudjasadolehdkonsumen dengan menggunakan simbol 

atau tanda yang membedakan dari jenis barang jasa sejenis.
7
 Dari hal inilah yang 

menciptakan persaingan usaha khususnya dalam bidang merek semakin 

berkembang karena, berfungsi sebagai salah satu aset perusahaan yang 

takdternilai terutama kepada merek yangdmemiliki reputasi yang baik. 

 

Merek dselain dsebagai dpembeda ddengan djenis dmerek dsejenis ddapat djuga 

dipakai dsebagai dsarana dpublikasi dlewat dmedia dmassa dseperti dsurat dkabar, 

majalah, ddan dtabloid, datau dlewat dmedia delektronik dseperti ddi dtelevisi, 

ponsel, dradio ddan dsebagainya. dSistem dperlindungan dhak dmerek ddi 

                                                           
6
 OC,Kaligis, Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 19. 

7 ddJulius ddRizaldi, ddPerlindungan ddKemasan ddProduk ddMerek ddTerkenal 

ddTerhadap ddPersaingan ddCurang, dd(Bandung: ddAlumni, dd2009), ddhlm.2. 
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Indonesia dmenganut dsistem dkonstitutif datau d dfirst dto dfile dpasal d3 dUU 

MIG dmengatur dhak datas dmerek ddiperoleh dterhadap dmerek dyang dterdaftar 

lebih ddahulu. dProsedur dpendaftaran dmerek dsampai dkeluarnya dnomor 

Sertifikat dmerek dmelalui dpermohonan dyang ddiajukan dke dDirektorat 

Jenderal dKekayaan dIntelektual d(DJKI) dKementerian dHukum ddan dHak 

Asasi dManusia dRepublik dIndonesia d(Kemenkumham dRI) ddengan 

melengkapi dsejumlah dpersyaratan. dSyarat ddan dtata dcara dpermohonan 

pendaftaran dmerek dyaitu: dmengecek dterlebih ddahulu dmerek dyang terdaftar 

melalui dlaman dwebsite: dhttps://pdki-indonesia.dgip.go.id/ dselanjutnya melalui 

sarana delektronik datau dnon-elektronik dmelengkapi dberkas dformulir ddan 

melampirkan ddokumen dseperti dbukti dpembayaran, dlabel dmerek, dsurat 

pernyataan dkepemilikan dmerek, dsurat dkuasa dapabila ddiajukan dmelalui 

kuasa, dbukti dprioritas ddengan dterjemahan dbahasa dIndonesia ddi dbawahnya. 

Setelah ddilengkapi dsemua dpersyaratan dmaka dterhadap dpermohonan dakan 

diberikan dtanggal dpenerimaan doleh dKemenkumham dRI ddan ddiumumkan 

dalam dBerita dResmi dMerek dselama d2 d(dua) dbulan. d dDi dIndonesia dalam 

ketentuan dpasal d35 dayat d1 dUU dMIG d dmengatur dbahwa djangka dwaktu 

perlindungan dhukum dterhadap dhak dmerek d10 dtahun dsejak dtanggal 

penerimaan.
8
 dMerek dyang dterdaftar ddapat ddi dperpanjang dpaling dtidak d6 

bulan dsebelum dberakhirnya djangka dwaktu dperlindungan dbagi dmerek 

terdaftar dtersebut. d 

                                                           
8 dSudargo dGautama ddan dRizwanto dWinata, dUndang-Undang dMerek dBaru, 

d(Bandung: dPT. dCitra dAditya dBakti, d2012), dhlm.47. 

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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Pasal d21 dayat d1 dUU dMIG dmerek dyang dtelah dterdaftar ddapat dditolak 

pendaftarannya dkarena dmempunyai dpersamaan dpada dpokoknya datau 

keseluruhannya ddengan d: d 

a. Merek dterdaftar dmilik dpihak dlain datau ddimohonkan dlebih ddahulu oleh 

pihak dlain duntuk dbarang ddan  / datau djasa dsejenis. 

b. Merek dterkenal dmilik dpihak dlain duntuk dbarang ddan d/ datau djasa 

sejenis 

c. Merek dterkenal dmilik dpihak dlain duntuk dbarang ddan d/ datau djasa tidak 

sejenis dyang dmemenuhi dpersyaratan dtertentu; datau d 

d. Indikasi dGeografis dterdaftar. 

 

Pembuktian dunsur dpersamaan dpada dpokoknya datau dkeseluruhannya menjadi 

titik dtolak dpertimbangan dMajelis dHakim ddalam dperkara dPT dAstra Sedaya 

Finance dmenggugat dPT dAman dCermat dCepat dke dPengadilan dNiaga dpada 

Pengadilan dNegeri dJakarta dPusat datas dmerek d“ACC dmemberi kemudahan” 

milik dPT. dAstra dSedaya dFinance dyang dterdaftar dlebih ddahulu, ddinilai 

memiliki dunsur dpersamaan dpada dpokoknya ddengan dmerek dyang 

didaftarkan dkemudian doleh dPT dAman dCermat dCepat dpada dDirektorat 

Jenderal dKekaayan dIntelektual d(DJKI). 

Merek PT Astra Sedaya Finance  sesungguhnya lebih dahulu terdaftar pada DJKI 

yaitu merek “ACC memberi kemudahan” ada dalam kotak dengan gambar 

seorang mekanik memakai kemeja oranye menghadap ke depan, tanggal 

penerimaan 26 Juni 2014, merek tersebut adalah merek terdaftar milik PT. Astra 

Sedaya Finance  namun DJKI tetap mengeluarkan atau memberikan nomor 
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sertifikat kepada PT. Aman Cermat Cepat dengan merek “Klik ACC” + LOGO 

tanggal penerimaan 28 Februari 2017. Seharusnya DJKI melakukan pencegahan 

dengan menolak pengajuan pendaftaran yang diajukan oleh PT. Aman Cermat 

Cepat tersebut karena sudah  ada merek lain yang memiliki unsur persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya atau sudah dikenal di masyarakat. Selanjutnya 

Majelis Hakim pemutus perkara tersebut memiliki putusan yang berbeda terkait 

unsur persamaan pada pokoknya. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.Sus-

Merek/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 

tidak mengabulkan permohonan dari PT. Astra Sedaya Finance terkait merek 

milik PT. Aman Cermat Cepat yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya, 

disamping itu Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt.Sus-

HKI/2021 mengabulkan permohonan PT Astra Sedaya Finance menyatakan 

merek “KlikACC” milik PT Aman Cermat Cepat memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan merek “ACC Memberi kemudahan” milik PT. Astra Sedaya 

Finance dan membatalkan atau mecoret nomor sertifikat merek “KlikACC”.  

 

Indonesia adalah negara hukum artinya setiap warga negara yang tunduk pada 

peraturan hukum di Indonesia dapat merasakan keadilan dihadapan hukum dengan 

artian setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dimata hukum. 

Pemberian bantuan hukum oleh advokat atau penasehat hukum tentunya sangat 

penting dalam membela hak-hak kepentingan warga negara agar dapat 

mengantisipasi tindakan semena mena dari aparat penegak hukum. Dalam contoh 

kasus merek, peran penasehat hukum penting karena dalam merek terkandung 

nilai ekonomis yang berguna bagi kesejahteraan pemilik merek, apabila merek 

tersebut yang telah didaftarkan digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung 
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jawab maka akan sangat pemilik hak merek dan tentu akan mengakibatkan 

kerugian bagi pemilik merek. Melihat latar belakang yang telah penulis paparkan, 

penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai “Peran Penasehat Hukum 

Dalam Menangani Perkara Sengketa Merek Terkait Unsur Persamaan Pada 

Pokoknya (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst).” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis? 

2. Bagaimana analisis dari Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus 

Merek/2018/PN.Jkt.Pst ? 

3. Bagaimana peran penasehat hukum dalam menangani perkara sengketa merek 

khusus unsur persamaan pada pokoknya ? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan 

agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan 

penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu: 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini yang digunakan adalah Hukum 

Keperdatan, khususnya bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual yang 

berkenaan dengan Merek. 
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2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian ini adalah analisis yuridis unsur persamaan pada 

pokoknya terhadap penyelesaian sengketa merek antara merek ACC memberi 

kemudahan dengan merek KlikACC (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-

Merek/2018/PN.Jkt.Pst), dan peran penasehat hukum dalam menangani 

perkara sengketa merek khusus unsur persamaan pada pokoknya. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan dpermasalahan dyang ddiajukan dmaka dtujuan dpenelitian dini 

dyaitu: dPeneliti dmembatasi dpermasalahan dyang dditeliti dagar dtidak 

dmenjadi dmeluas. d 

Masalah-masalah dyang dakan ddibahas dsebagai dberikut d: 

a. Untuk dmengetahui d danalisis dyuridis dunsur dpersamaan dpada 

dpokoknya berdasarkan dUndang-undang dNomor d20 dTahun d2016 

dtentang dMerek dan dIndikasi dGeografis. 

b. Untuk dmengetahui d danalisis ddari dPutusan dPengadilan dNomor 

52/Pdt.Sus dMerek/2018/PN.Jkt.Pst. 

c. Untuk dmengetahui dperan dpenasehat dhukum ddalam dmenangani dperkara 

sengketa dmerek dkhusus dunsur dpersamaan dpada dpokoknya 

 

1.5. Manfaat dPenelitian d 

Kegunaan dpenelitian dini dadalah dsebagai dberikut d: 

a. Kegunaan dTeoritis 

Secara dteoritis dhasil dpenelitian dini ddiharapkan ddapat dberguna ddalam 

pengembangan dkajian dHukum dKeperdataan, dkhususnya dyang dberkaitan 

dengan dhukum dmerek. 
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b. Kegunaan dPraktis d 

1) Hasil dsecara dpraktis, ddengan dpenulisan dini ddiharapkan ddapat 

memberikan dmanfaat dterkait dunsur dpersamaan dpada dpokoknya 

berdasarkan dUndang-undang dNomor d20 dTahun d2016 dtentang 

dMerek dan dIndikasi dGeografis. 

2) Secara dpraktis ddiharapkan dpenelitian dini djuga ddapat dbermanfaat   

bagi dakademisi, dmahasiswa, ddan dmasyrakat dsecara dumum dagar 

memahami dsecara dkhusus dpengetahuan dtentang danalisis ddari   

Putusan dPengadilan dNomor d52/Pdt.Sus dMerek/2018/PN.Jkt.Pst. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

 

2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 

2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Sebelum hukum hak kebendaan berkembang sebelumnya hanya mengatur tentang 

hak atas kebendaan yang berwujud (tangible object) menjadi hak kebendaan yang 

tidak berwujud (intangible object) dalam bahasa belanda disebut onlichamelijk 

zaak. KUHPerdata atau Burgerlijk wet Book (BW)  hanya mengatur tentang 4 

(empat) buku yaitu: Buku I mengatur tentang Hukum Kekeluargaan, Buku II 

mengatur tentang Hukum Kebendaan, Buku III mengatur tentang Hukum 

Perikatan dan Buku IV mengatur tentang Hukum Kepailitan dan Daluwarsa. Hak 

Kekayaan Intelektual masuk dalam perlindungan hukum hak kebendaan yang 

tidak berwujud atau disebut imaterill yang secara keseluruhan dapat dibagi ke 

dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (copyrights) dan hak kekayaan industri 

(industrial property rights) yang mencakup: paten, desain industri, merek, desain 

tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
9
 

 

                                                           
9
 Suhayati Monika, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Ilmiah 

Hukum Negara Hukum (Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan), Vol.5 

No.2 November,2014, hlm.14. 
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  Dasar dlahirnya dHak dKekayaan dIntelektual dditandai ddengan dadanya dhak 

datas dkepemilikan dterhadap dkarya-karya dyang dlahir dkarena dkemampuan 

dintelektualitas dmanusia ddibidang dilmu dpengetahuan ddan dteknologi.
10

 

dIntelektual dtercipta ddari ddaya dcipta, drasa, dkarsa ddan dkaryanya dyang 

dmemiliki dnilai dekonomis ddan dnilai dmoral. dHak dKekayaan dIntelektual 

dpada dhakikatnya dmerupakan dhak ddengan dkarakteristik dkhusus ddan 

distimewa, dkarena dhak dtersebut ddiberikan doleh dnegara. dNegara 

dberdasarkan dketentuan dUndang-undang dmemberikan dhak dkhusus dtersebut 

dkepada dyang dberhak, dsesuai ddengan dprosedur ddan dsyarat-syarat dyang 

dharus ddipenuhi.
11

 dHak dKekayaan dIntelektual dyang dbiasa ddisebut dHKI 

datau dIntellectual dProperty dRight d(IPR) dpada ddasarnya dmerupakan dhak 

dyang dlahir dberdasarkan dhasil dkekayaan dintelektual dseseorang. dHKI 

dmerupakan dkonstruksi dhukum dterhadap dperlindungan dkekayaan 

dintelektual dsebagai dhasil dcipta dkarsa dpenemunya. 

  Hak dKekayaan dIntelektual datau dIntellectual dProperty dRight dadalah dhak 

dyang dbersifat dekslusif dyang ddi d dmiliki dpara dpencipta datau dpenemu 

dsebagai dhasil daktivitas dintelektual ddan dkreativitas dyang dbersifat dkhas 

ddan dbaru. dKarya-karya dintelektual dtersebut ddapat dberupa dhasil dkarya ddi 

dbidang dilmu dpengetahuan, dseni ddan dsastra, dserta dhasil dpenemuan 

d(invensi) ddi dbidang dteknologi. dKarya-karya ddi dbidang dhak dkekayaan 

datas dintelektual ddihasilkan dberkat dkemampuan dintelektual dmanusia 

dmelalui dpengorbanan dtenaga, dwaktu, dpikiran, dperasaan ddan dhasil dintuisi 

                                                           
10Saidin, dAspek dHukum dHak dKeyaan dIntelektual d(Intellectual dProperty dRights), 

d(Jakarta: dRaja dGrafindo dPersada, d2019), dhlm.22. 
11 dSyafrinaldi ddkk, dHak dKekayaan dIntelektual, d(Pekanbaru: dSuska dPress, 

d2008), dhlm.39. 
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dilmu ddan dhati dnurani. dDalam dkehidupan dmasyarakat dpengakuan 

dterhadap dkarya dintelektual dsudah dada, dtetapi dhanya dberupa dpengakuan 

dsecara dmoral ddan detika. dMasyarakat dIndonesia dpada ddasarnya 

dmerupakan dsuatu dkomunitas dyang dkomunal ddengan dtingkat dkebersamaan 

dyang dtinggi dsehingga dhakhak dindividu dmeskipun dada dmasih dkalah doleh 

dkepentingan dbersama. dHak-hak dindividu dtetap ddihormati, dtetapi 

dperaturannya dsebatas dpada daturan ddan dnorma dyang dtidak dtertulis. 

2.1.2. Jenis-Jenis dHak dKekayaan dIntelektual d d 

a)   Hak dPaten dadalah dhak deksklusif dterhadap dide ddi dbidang 

dteknologi ddalam dsuatu dkegiatan dpemecahan dmasalah dyang 

dspesifik ddi dbidang dteknologi, ddapat dberupa dproduk datau dproses 

datau dpenyempurnaan ddan dpengembangan dproduk datau dproses datau 

dyang ddisebut dinvensi.
12

 d dSuatu dinvensi ddiangap dbaru djika: 

dPertama, dpada dsaaat dtanggal dpenerimaan dinvensi dtersebut dtidak 

dsama ddengan dpenemuan dteknologi dyang dsudah ddiungkapakan 

dsebelumnya. dKedua, dteknologi dyang ddiungkapkan dsebelumnya 

dsudah ddi dumumkan ddi dIndonesia ddan ddi dluar dIndonesia ddalam 

dsuatu dtulisan datau dperagaan. d 

 

  Jangka dwaktu dperlindungan dpaten dadalah dselama d20 d(dua dpuluh) 

dtahun dterhitung dsejak dtanggal dpenerimaan ddan dtidak ddapat ddi 

dperpanjang. dSelain ditu dkekhususan duntuk dpaten dsederhana dhanya 

ddiberikan djangka dwaktu dselama d10 d(sepuluh) dtahun dterhitung 

                                                           
12 dDonandi dSujana, dHukum dHak dKekayaan dIntelektual ddi dIndonesia, d(Yogyakarta: 

dCV dBudi dUtama, d2019), dhlm.52. 
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dsejak dtanggal dpenerimaan ddan dtidak ddapat ddiperpanjang. dHak 

dpaten ddiberikan datas ddasar dpermohonan, dpenetapan dpermohonan 

ddilakukan doleh dDirektorat dJenderal dKekayaan dIntelektual d(DJKI) d 

ddengan dsyarat dtelah dmemenuhi dketentuan dyang dtelah dditetapkan, 

dpegumuman dakan ddilakukan dsetelah d18 d(delapan dbelas) dbulan 

dsejak dtanggal dprioritas dapabila dpermohonan ddiajukan ddengan dHak 

dPrioritas datau ddalam dhal dPaten dSederhana, dsegera dsetelah d3 

d(tiga) dbulan dsejak dtanggal dpenerimaan. dPemilik dhak dpaten 

ddisebut dsebagai dinventor datau dorang dyang dmemiliki dinvensi. 

dPaten ddiatur ddalam dUndang-undang dNomor d13 dTahun d2016 

dtentang dPaten.
13

 d 

 
b)   Merek dtidak dterlepas ddari dbagian dhak dkekayaan dintelektual, dpada 

ddasarnya dhak dmerek dmerupakan dhak dyang ddiberikan dsecara 

deksklusif. dOleh dkarena ditu, dhak dmerek dmasih dtermasuk dkedalam 

dhak dkebendaan dyang ddapat ddialihkan dkepemilikkannya dkepada 

dorang dlain.
14

 dBukti dkepemilikan dmerek ddibuktikan ddengan 

dsertifikat dhak dmerek duntuk dmendapatkannya, dmaka dpara dpihak 

dyang dmembuat dmerek dharus dmendaftarkan dmereknya dke 

dDirektorat dJenderal dKekayaan dIntelektual d(DJKI) dagar ddicatat 

ddan dmendapat dkepastian dhukum. dIndonesia dadalah dnegara dcivil 

                                                           
13 dPio dSalvator dGinting dSuka. ddkk, d“Hak dPaten dSebagai dObjek dJaminan 

dKebendaan”, dJurnal dKertha dSemaya, dVol.4 dNo.1 d(May, d2015), dhlm.4. 
14 dHakim, dMiftahur dRahman, ddan dNur dKholidah, d“Hak dMerek dSebagi 

dJaminan dGadai dUntuk dPermodalan dUMKM dIndustri dKreatif dKerajinan dBatik”, 

dJurnal dPena dJustisia: dMedia dKomunikasi ddan dKajian dHukum, dVol.18 dNo.2, 

d(2020), dhlm. d83. 



13 

 

 

dlaw ddan dbukti dkepemilkan dmerek dsangat dpenting dsebagai dbukti 

dkepemilikan. dDari dproses dtersebut dIndonesia dmenganut dsistem 

dfirst dto dfile.
15

 

 

  Hak dmerek dadalah dtanda dyang ddapat dditampilkan dsecara dgrafis 

dberupa dgambar, dlogo, dnama, dkata, dhuruf, dangka, dsusunan dwarna, 

ddalam dbentuk d2 d(dua) ddimensi ddan/atau d3 d(tiga) ddimensi, dsuara, 

dhologram, datau dkombinasi ddari d2 d(dua) datau dlebih dunsur 

dtersebut duntuk dmembedakan dbarang ddan/atau djasa dyang ddi 

dproduksi doleh dorang datau dbadan dhukum ddalam dkegiatan 

dperdagangan dbarang ddan/atau djasa. dKeberadaan dseperti ditulah 

dmerupakan dhal dyang dpenting dmerek duntuk dmembedakan dasal 

dusul ddan dkualitasnya, djuga dmenghindari dpeniruan.
16

 dMerek ddiatur 

dmelalui dUndangundang dNomor d20 dTahun d2016. dJangka dwaktu 

dperlindungan dmerek dadalah d10 dtahun ddan ddapat ddiperpanjang 

ddalam djangka dwaktu dyang dsama. d 

 

c)   Hak dCipta dmerupakan dhak dekslusif dpencipta dyang dtimbul dsecara 

dotomatis dberdasarkan dprinsip ddeklaratif dsetelah dsuatu dciptaan ddi 

dwujudkan ddalam dbentuk dnyata dtanpa dmengurangi dpembatasan 

dsesuai ddengan dketentuan dperaturan dperundang-undangan. dMengenai 

dHak dCipta dini ddiatur ddalam dUndang-undang dNomor d28 dTahun 

d2014 dtentang dHak dCipta. 

                                                           
15 dSugiarti, dYayuk, d“Perlindungan dMerek dBagi dPemegang dHak dMerek 

dDitinjau d ddari dUndang-undang dNomor d15 dTahun d2001 dTentang dMerek”. 

dJurnal dJendela dHukum, dVol.3 dNo.1, d(2016), dhlm. d36. 
16 dErma dWahyuni,dkk, dKebijakan ddan dManajemen dHukum dMerek, 

d(Yogyakarta: dYPAPI,2002), dhlm.2 
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  Hak dcipta dakan ddidapatkan dsecara dotomatis dsaat dseseorang 

dmenciptakan dsesuatu datau dmembuat dsegala dsebuah dkarya dcipta, 

dbaik ditu dkarya ddibidang dilmu dpengetahuan, dkesenian ddan 

dkesastraan. dSebagai dpemilik dhak dcipta dmemperoleh ddua dhak 

dyaitu: dPertama, dhak dmoral dadalah dsebuah dhak dyang dmelekat 

dpada ddiri dpencipta dyang dtidak ddapat ddihilangkan ddengan dalasan 

dapapun, dwalaupun dhak dcipta ditu ddialihkan. dKedua, dhak dekonomi 

dadalah dhak duntuk dmendapatkan dmanfaat dekonomi dsecara dfinansial 

datas dciptaan datau dkarya dcipta dyang ddibuat. dDengan ddemikian 

dpelanggaran dhak dcipta dadalah dpelanggaran dyang dmelanggar dhak 

dmoral ddan dhak dekonomi dbagi dpemilik daslinya. dSalah dsatu 

dcontoh ddalam dbuku dilmu dpengetahuan dterdapat dtulisan d“Bahwa 

dsetiap dorang dtanpa dizin dpencipta datau dpemegang dhak dcipta 

ddilarang dmelakukan dpenggandaan ddan/atau dpenggunaan dkomersial 

dciptaan”. dJadi dapabila dada dorang dyang dmemfotokopi dbuku dilmu 

dpengetahuan dtersebut dguna dkepentingan dpribadi dtidak dmelanggar 

dHak dCipta, ddikatakan dmelanggar dhak dcipta dapabila dmemproduksi 

dkegiatan dbisnis datau dkegiatan djual dbeli ddengan dtujuan 

dmendapatkan dkeuntungan d(kegiatan dkomersial).
17

 d 

d)   Desain dindustri dadalah dkreasi dbentuk, dkonfigurasi datau dkomposisi 

dgaris datau dwarna, datau dgaris ddan dwarna, datau dgabungan 

ddiantaranya, dberbentuk dtiga ddimensi datau ddua ddimensi dyang 

                                                           
17Gede dSastrawan, d“Analisis dYuridis dPelanggaran dHak dCipta dPada dPerbuatan 

dMemfotokopi dBuku dIlmu dPengetahuan”, dJurnal dGanesha dLaw dReview, dVol. 

d3 dNo.2 d(November d2021), dhlm.117. 
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dterkesan destetis ddan ddapat ddiwujudkan dserta ddapat ddipakai duntuk 

dmenghasilkan dsuatu dproduk, dbarang, dkomoditas dindustri datau 

dkerajinan dtangan
18

. dTidak dada dsyarat dyang dterlalu dsulit, dyang 

dpenting dmerupakan ddesain dindustri dbaru ddan dtidak dbertentangan 

ddengan dperaturan dperundang-undangan. dDesain dIndustri ddiatur 

dsecara dkhusus dmelaui dUndang-undang dNomor d31 dTahun d2000 

dtentang dDesain dIndustri. d dUnsur–unsur ddesain dindustri dadalah: 

1) Kreasi dtentang dbentuk, dkonfigurasi, datau dkomposisi dgaris datau 

warna, datau dgaris ddan dwarna, datau dgabungannya. 

2) Bentuk dkonfigurasi datau dkomposisitersebut dharus dberbentuk 

ddua atau dtiga ddimensi. 

3) Bentuk dtersebut dharus djuga dmemberikan destetis. 

4) Dihasilkan d dbentuk dproduk dbarang dkomoditas dkerajinan 

dtangan. 

  Hak ddesain dindustri dadalah dhak dkhusus dyang ddiberikan doleh 

dnegara dkepada dpendesain dsebagai dpemegang dhak dberdasarkan 

dpermohonan. dNegara ddalam dhal dini dyang ddiwakilkan ddan ddi 

dtunjuk doleh dUndang-undang dyaitu dDirektorat dJenderal dKekayaan 

dIntelektual. dHak dekslusif d dyang ddiberikan dkepada dpendesain 

duntuk ddalam djangka dwaktu dtertentu dmelaksanakan dsendiri 

dkepadadperusahan datau dmemberi dpengalihan dhak dkepada dorang 

dlain.
19

 

                                                           
18

Hadi dSetia dTunggal, dTanya dJawab dHukum dHak dKekayaan dIntelektual, 

d(Jakarta: dHarvarindo, d2012), dhlm.83. 
19 dYusran dIsnaini, dBuku dPintar dHAKI, d(Bogor: dGhalia dIndonesia, d2010), dhlm 
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  Perlindungan dterhadap ddesain dindustri dberlaku duntuk djangka 

dwaktu d10 d(sepuluh) dtahun dsesuai ddengan dyang dditentukan ddalam 

dPasal d5 dUndang-undang dDesain dIndustri. dDinyatakan djangka 

dwaktu d10 d(sepuluh) dtahun dini ddianggap dcukup dmemadai 

dmengingat dperkembangan ddibidang dindustri dmengalami dperubahan 

dyangcepat dsesuai ddengan dtuntutan dmasa. dDengan dperkataan dlain 

dlewat ddari d10 d(sepuluh) dtahun ddesain dindustri dyang 

dbersangkutan dsudah dmenjadi dout dof ddate datau dsudah ddianggap 

dusang. d 

 

e)   Indikasi dGeografis, dIndonesia dadalah dnegara dyang dkaya, dberagam 

ddan dmelimpah dSumber dDaya dAlam d(SDA), dberkaitan ddengan 

dkeanekaragaman dSumber dDaya dAlam d(SDA), dmaka ddiperlukan dsuatu 

dperlindungan dhukum dbagi dasset dnasional ddi dwilayah dIndonesia dkhusus 

dperlindungan dhukum dterhadap dHak dKekayaan dIntelektual. dPerlindungan 

dindikasi dgeografis dmampu dmemberikan dbanyak dmanfaat dsecara 

dlangsung ddari dsegi dekonomi dbagi dmasyarakatnya.
20

 

 

  Indikasi dgeografis dadalah dsuatu dtanda dyang dmenunjukkan ddaerah 

dasal dsuatu dbarang ddan/atau dproduk dyang dkarena dfaktor 

dlingkungan dgeografis dtermasuk dfaktor dalam, dfaktor dmanusia datau 

dkombinasi ddari dkedua dfaktor dtersebut dmemberi dreputasi, dkualitas, 

                                                                                                                                                               

d106-107. 
20 dJulia dElfany dShavira, dAdriyanto dAdhi dNugroho, d“Perlindungan dHukum 

dIndikasi dGeografis dTerhadap dProduk dMasyarakat dAdat ddi dIndonesia d(Studi 

dKasus dMasyarakat dAdat dBaduy”, dJurnal dEducation dand dDevelopment dInstitut 

dPendidikan dTapanuli dSelatan, dVol.9 dNo.1, d(Februari d2021), dhlm.111. 
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ddan dkarakteristik dtertentu dpada dbarang ddan/atau dproduk dyang 

ddihasilkan ddasar dhukumnya dPasal d1 dayat d6 dUndang-undang 

dNomor d20 dTahun d2016 dtentang dMerek ddan dIndikasi dGeografis. 

dDengan dkata dlain dperlindungan dIndikasi dGeografis dbertujuan 

dmelindungi ddaerah dyang ddigunakan dsebagai dindikasi dyang 

dmenunjukkan dwilayah datau ddaerah dasal dproduk, dkekhasan 

dtersebut dmemberi dmanfaat ddan dmemberi dkesempatan dperlindungan 

dkepada dmasyarakat dwilayah dpenghasil dproduk dkhas duntuk 

dmendapatkan dyang dmaksimal ddari dproduk dkhas dtersebut. d 

 
f)   Rahasia ddagang dadalah dinformasi dyang dtidak ddiketahui dsecara dumum 

ddalam dbidang dteknologi ddan/atau dbisnis ddan ditu dmemiliki dnilai 

dekonomis. dRuang dlingkupnya dmeliputi dmetode dproduksi, dmetode 

dpengolahan, dmetode dpenjualan, ddan dinformasi dlain dterkait dteknologi 

ddan/atau dbisnis. dRahasia ddagang ddilindungi dberdasarkan dUndang-

undang dNomor d30 dTahun d2000 dtentang dRahasia dDagang. dPerlindungan 

drahasia ddagang dtidak dmemiliki dbatas djangka dwaktu dperlindungan 

dselama dpemilik dbisa dmenjaga dkerahasiaan ddari dakses dumum dmaka 

dtetap ddalam dperindugan drahasia ddagang. 

 

  Rahasia ddagang dmendapat dperlindungan dapabila dinformasi 

dtersebut dbersifat drahasia, dmempunyai dnilai dekonomi ddan ddijaga 

dkerahasiaannnya dmelalui dperan dsebagaimana dmestinya, dselain ditu 

djuga ddapat djuga ddijalankan dbersifat dkomersial.
21

 d 

                                                           
21 dSyahriyah dSemaun, d“Perlindungan dHukum dTerhadap dRahasia dDagang”, 
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g)   Desain dTata dLetak dSirkuit dTerpadu d(DTLST) dadalah drancangan 

dpeletakan dtiga ddimensi ddari dberbagai delemen ddari dbahan dsemi 

dkonduktor dyang dmenghasilkan dfungsi delektronik datau dkreasi dberupa 

drancangan dpeletakan dtiga ddimensi ddari dberbagai delemen, 

dsekurangkurangnya dsatu ddari delemen dtersebut dadalah delemen daktif, 

dserta dsebagian d datau dsemua dinterkoneksi ddalam dsuatu dsirkuit dterpadu 

ddan dpeletakan dtiga ddimensi duntuk dpersiapan dpembuatan dsirkuit 

dterpadu. dPerlindungannya ddiatur dmelalui dUndang-undang dNomor d32 

dTahun d2000 dtentang dDesain dTata dLetak dSirkuit dTerpadu. 

dPerlindungan dDTLST dtujuannya duntuk dmeningkatkan daktifitas dkreasi 

dpendesain dguna dterus-menerus dmenciptakan ddesain dorisinal. 

 

  Apabila dkreasi dberbentuk dpeletakan dtiga ddimensi ddari dberbagai 

delemen, dsekurang-kurangnya d1 d(satu) ddari delemen dtersebut dadalah 

delemen daktif dserta dsebagian datau dsemua dinterkoneksi ddalam 

dsirkuit dterpadu ddiciptakan dbelum dberbentuk dintegrated dcircuit 

dmaka dsesunggunya dtermasuk dhak dcipta, dnamun dsetelah dproses 

dmentransfer ddari dwujud ddesain dmenjadi dchip d(micro-chip) dtidak 

dlagi dhak dcipta. dKarena dkeunikan ditu dmaka ddilindungi dhak 

dpemilik ddesain dtata dletak dsirkuit dterpadu. d
22

  

d 

  

                                                                                                                                                               

dJurnal dHukum dDIKTUM, dVol d9 dNo.1, d(Januari d2011), dhlm.37. 
22 dPaingot dRambe dManalu, dHukum dDagang dInternational dPengaruh dGlobalisasi 

dEkonomi dTerhadap dHukum dNasinal dKhususnya dHukum dHak dAtas dKekayaan 

dIntelektual, d(Jakarta: dCV dNovindo dPustaka dMandiri, d2000), dhlm.206. 
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2.2. Tinjauan Merek 

2.2.1. Pengertian Merek 

Dalam dkehidupan dsehari-hari dada distilah dlain duntuk dmenyebut dMerek 

yaitu d: d 

a) Brand dname d(nama dMerek) dyang dmerupakan dbagian ddaripada 

dyang dapat ddiucapkan. 

b) Brand dmark d(tanda dMerek) dyang dbisa ddikenali dmelalui dsimbol, 

lambang ddesain, dhuruf datau dkombinasi dantar dwarna. 

c) Trade dmark d(tanda dMerek ddagang) dmerek dyang dsudah ddilindungi 

oleh dhukum ddan dmenjadi dhak distimewa dbagi dpemiliknya. 

 

Pengertian dmerek ddan dkegunaannya dberkembang dseiring ddengan 

perkembangan dzaman, dmerek dtelah ddikenal dsejak dtahun dsebelum dmasehi 

misalnya dpada dzaman dkuno dmasa dPeriode dMinoan dorang dsudah 

memberikan dtanda dpada dbarang dyang ddimilikinya dtermasuk dhewan ddan 

manusia. dDi dera dyang dsama dbangsa dMesir dmemberikan dcap dnamanya 

untuk dbatu dbata dyang ddibuat datas dperintah draja. d 

 

Perundang-undangan dtentang dmerek ddimulai ddari dstatute dof dparma dyang 

memberlakukan dmerek dsebagai dpembeda duntuk dproduk dberupa dpisau, 

pedang datau dbarang ddari dproduk dtembaga dlainnya.
23

 

  Pada dmasa dkini dpengertian dMerek dmemiliki desensi dyang dsama ddengan 

dzaman dsebelumnya dnamun, dberkembang dmenjadi dluas dberdasarkan dPasal 

                                                           
23

Rahmi dJaned, dHak dKekayaan dIntelektual dPenyalahgunaan dHak dEfektif, 

d(Surabaya: dAirlangga dUniversity dPress, d2007), dhlm.7, ddikutip doleh 

dSkripsi dAyu dAdinda dPratiwi, dIlmu dHukum, dKeperdataan, dUniversitas 

dSumatera dUtara, d2021), dhlm.26. 
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d1 dayat d1 dUndang-undang dNomor d20 dTahun d2016 d d“Merek dadalah 

dtanda dyang ddapat dditampilkan dsecara dgrafis dberupa dgambar dlogo, 

dnama, dkata, dhuruf d, dangka, dsusunan dwarna, ddalam dbentuk ddua datau 

dtiga ddimensi, dsuara, dhologram, datau dkombinasi ddari ddua datau dlebih 

dunsur duntuk dmembedakan dbarang datau djasa dyang ddiproduksi doleh 

dorang datau dbadan dhukum ddalam dkegiatan dperdagangan dbarang ddan/atau 

djasa”. 

 

  Dengan ddemikian dmerek dadalah dsuatu dpembeda dhasil ddari dciptaan datau 

dsuatu dbenda dyang ddapat ddipribadikan dguna dmembedakan ddengan dbenda 

dsejenis dlainnya dberupa dgambar, dlogo, dnama, dkata dhuruf, dangka, 

dsusunan dwarna dyang ddalam dbentuk ddua datau dtiga ddimensi, dsuara, 

dhologram datau dkombinasi ddari ddua datau dlebih dunsur.
24

 d 

2.2.2. Jenis dMerek d 

Jenis dmerek dterbagi dmenjadi ddua djenis ddalam dPasal d1 dayat d2 ddan d3 

Undang-undang dNomor d20 dTahun d2016 dadalah: 

a.   Merek dDagang dadalah d“Merek dyang ddigunakan dpada dbarang dyang 

ddiperdagangkan doleh dseseorang datau dbeberapa dorang dsecara dbersama-

sama datau dbadan dhukum duntuk dmembedakan dbarang dsejenis dlainnya”. 

b.   Merek dJasa dadalah d“Merek dyang ddigunakan dpada djasa dyang 

ddiperdagangkan doleh dseseorang datau dbeberapa dorang dsecara dbersama 

                                                           
24

H.M.N. dPurwo dSutjipto, dPengertian dPokok-Pokok dHukum dDagang 

dIndonesia, d(Jakarta: dDjambatan, d1984), dhlm.82. 
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dsama datau dbadan dhukum duntuk dmembedakan ddengan djasa dsejenis 

dlainnya. d 

 

Selain ditu dada dMerek dyang ddigunakan dpada dbarang ddan/atau djasa 

dengan dkarakteristik dyang dsama dmengenai dsifat, dciri dumum ddan dmutu 

barang datau djasa dserta dpengawasannnya dyang dakan ddiperdagangkan 

disebut dMerek dKolektif, datau dyang dberfungsi dsebagai dpembeda dasal-usul 

geografis datau djenis dbarang datau djasa dyang dberbeda dtetapi, dmemakai 

merek dyang dsama ddibawah dpengawasan dpemilik dhak dmerek. d 

 

Barang ddan datau djasa dyang ddidaftarkan ddiklasifikasikan dke ddalam 

kelompok datau dyang ddisebut ddengan dkelas. dPenentuan dkelas dmerek 

berdasarkan dsifat, dcara dpembuatan, ddan dtujuan dpenggunaannya. dPada 

awalnya dpermohonan dpendaftaran dhanya ddapat ddiajukan duntuk d1 d(satu) 

kelas dbarang datau djasa ddan dapabila ddibutuhkan dpendaftaran duntuk dlebih 

dari dsatu dkelas dmaka dpermohonan dterhadap dsetiap dkelas ddiajukan 

pendaftarannya dsecara dterpisah, dakan dtetapi dberdasarkan dperaturan dyang 

terbaru ddapat dmengajukan dpendaftaran dlebih ddari dsatu dkelas dbarang datau 

jasa dsecara dbersamaan dkarena duntuk dmenyederhanakan dproses 

pengadministrasian. dMerujuk dkepada dPeraturan dPemerintah dNomor d24 

Tahun d1993 dtentang dKelas dBarang dAtau dJasa dBagi dPendaftaran dMerek 

Presiden dRepublik dIndonesia, ddaftar dkelas dbarang dmencapai dsejumlah d34 

(tiga dpuluh dempat) dkelas ddan duntuk ddaftar dkelas djasa dterdiri ddari d8 

d(delapan) dkelas. 
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2.2.3. Tujuan ddan dFungsi dPerlindungan dMerek 

Hak dekslusif datas dmerek dyang ddiberikan doleh dnegara dterhadap dpemilik 

merek dterdaftar dmemiliki dtujuan dyaitu d: 

a) Memakai dsendiri dmerek dtersebut, dagar dtidak dterjadi dpeniruan ddan 

pembajakan dyang dmengakibatkan dkerugian dbagi dpemilik dmerek. 

b) Memberi dizin dkepada dpihak dlain duntuk dkegiatan dperdagangan dbarang 

dan/atau djasa 

c) Adapun dtujuan dlain dperlindungan dmerek dberdasarkan dProtokol dMadrid 

adalah: 

1) Memudahkan dpemohon ddari dpemilik dmerek dterdaftar dnegara dasal 

untuk dmemberikan dperlindungan ddi dnegara dtujuan ddengan 

menggunakan dsatu dpermohonan. 

2) Meningkatkan dpromosi dbarang datau djasa ddi dperdaangan 

internasional. 

3) Meningkatkan dekspor ddengan dmerek dsendiri. 

 

Selain ditu djuga dmerek dmemiliki dfungsi dsebagai dberikut: d
25

 

Sebagai dtanda dpengenal dyang dmembedakan ddengan dbarang datau djasa 

lainnya d(Distinctive dFunction). dMerek dmemberikan didentitas dpada dbarang 

atau djasa dyang ddiidentifikasi doleh dmerek ddagang dsekaligus dmembedakan 

barang datau dajsa dtersebut ddari dbarang datau djasa dlainnya ddan 

didistribusikan doleh dprodusen dlain. 

 

                                                           
25 dHery dFirmansyah, dPerlindungan dHukum dTerhadap dMerek, d(Jakarta: dYustisia, 

d2001), dhlm. d29. 
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a. Sebagai dJaminan dMutu d(Quality dProduct dFunction) 

Produk dyang dberkualitas dyang ddibeli dkonsumen dakan dberkesan 

sebagai dsimbol dkualitas dproduk, dsimbol dkualitas ddari dmutu barang 

dmemberikan dkonsekuensi dbahwa dmerek dsebagai djaminan dkepada 

para dkonsumen dbahwa dbarang dyang dakan ddibeli dakan dsama 

kualitasnya. 

b. Fungsi ddaya dtarik ddan dpromosi d(Promotion dand dImpression   

Function) 

Merek dberfungsi dsebagai ddaya dtarik dpada dbarang ddan/atau djasa, 

serta dsebagai dreklame datau diklan dbagi dbarang ddan/atau djasa dyan 

ditandi ddengan dmerek dtersebut. dMedia dalat dpromosi dyang 

digunakan dbisa ddalam djaringan datau dluar djaringan. d 

Fungsi dmerek ddapat ddilihat ddari dsudut dpandang dprodusen, dpedagang, 

dan dkonsumen. dDari dsudut dpandang dprodusen dmerek ddigunakan untuk 

menjamin dnilai dhasil dproduksi dterutama ddari dsegi dkualitas, ddari dsudut 

pandang dpenjual dmerek ddigunakan duntuk dsarana dpengiklanan duntuk 

meluaskan dpangsa dpasar, ddari dsisi dkonsumen dmerek ddigunakan duntuk 

mengadakan dpilihan dbarang dyang dakan ddibeli.
26

 

 

2.2.4. Pendaftaran dMerek ddi dIndonesia 

  Hukum dmerek ddalam dsejarahnya dpertama dkali ddiatur dmengikuti daturan 

dhukum dkolonial dBelanda dyang dberlaku dReglement dIndustriele dEigendom 

d(RIE) dyang ddimuat ddalam dStb. d1912 dNomor d545 djo. dStb.1913 No.214, 

                                                           
26 dIbid.,33-35 
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dengan ddemikian dkonsekuensi dhukumnya ddan dsegala dtata dcara pendaftaran 

pengaturan dhukum dmerek dharus dmengikuti dhukum dkolonial. dSetelah 

Indonesia dmerdeka dberdasarkan dPasal dII dAturan dPeralihan dUndang-

undang dDasar d1945 dketentuan ddari dhukum dkolonial dmasih dberlaku, 

sampai dpada dakhirnya dpada dtahun d1961 ddikeluarkan dUndang-undang 

Nomor d21 dTahun d1961 dtentang dMerek dPerusahaan ddan dMerek 

Perniagaan ddalam dLembaran dNegara dNomor d290 ddan dpenjelasannya 

dimuat d ddalam dTambahan dLembaran dNegara dNomor d2341 dyang dmulai 

berlaku dpada dbulan dNovemeber d1961,
27

 dsampai dterakhir dpengaturan 

hukum dmerek ddirevisi dke ddalam dUndang-undang dNomor d20 dTahun 2016. 

 

Setiap dmerek dyang dterdaftar dmendapatkan djaminan dkepastian dhukum 

berupa dhak dekslusif dyaitu dhak dyang ddiberikan dnegara dkepada dpemilik 

merek dterdaftar ddan ddiumumkan ddalam dBerita dResmi dMerek duntuk 

jangka dwaktu d10 d(sepuluh) dtahun ddapat ddigunakan dsendiri dmerek tersebut 

atau dmengalihkan dhak dtersebut dkepada dorang dlain duntuk 

menggunakannya. dSecara dumum dhak dekslusif dmenurut dKamus dBesar 

Bahasa dIndonesia dkata dekslusif dadalah dterpisah ddari dyang dlain; dkhusus. 

Maka ddapat ddiartikan dhak dekslusif dadalah dhak dkhusus dyang dtidak dbisa 

dimiliki doleh dorang dlain dtanpa dseizin ddari dpemilik dhak datau, dhak dyang 

memberikan djaminan dperlindungan dhukum dkepada dpemilik dmerek ddan 

merupakan dsatu-satunya dberhak dmemakai ddan dmempergunakan dserta 

melarang dsiapa dsaja duntuk dmemiliki ddan dmempergunakannya. d 

                                                           
27 dH.OK. dSaidin, dAspek dHukum ddan dHak dKekayaan dIntelektual d(Intellectual 

dProperty dRights), d(Jakarta: dRaja dGrafindo dPersada, d2005), dhlm.331. 
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Merek dyang ddi dlindungi dadalah dmerek dyang dtelah ddiajukan dpermohonan 

pendaftaran ddan dmendapatkan dsertifikat dnomor dmerek. dBerdasarkan 

Peraturan dMenteri dHukum ddan dHak dAsasi dManusia dRepublik dIndonesia 

Nomor d67 dTahun d2016 dTentang dPendaftaran dMerek dPasal d7 ddan dPasal 

8 dpermohonan dmerek ddapat ddilakukan dsecara: dPertama, dsecara elektronik 

melalui dlaman dresmi dDirektorat dJederal dKekayan dIntelektual, dKedua 

Secara dnonelektronik dyaitu dmenyampaikan dsecara dtertulis dkepada dMenteri 

Hukum ddan dHak dAsasi dManusia. 

 

Sistem dpendaftaran dmerek ddi dIndonesia dmenganut dsistem dkonstitutif datau 

first dto dfile dsystem dartinya dmerek dbaru dmendapat dperlindungan dsetelah 

didaftarkan dke dDJKI datau dKanwil dKemenkumham ddan ddiumumkan dalam 

Berita dResmi dMerek. dNamun dmerek dyang dsudah dterdaftar ddan dtelah 

memiliki dsertifikat dnomor dpendaftaran djuga ddapat ddibatalkan 

pendaftarannya dberdasarkan dPasal d76 dayat d1 dUndang-undang dNomor d20 

Tahun d2016. dSalah dsatunya dkarena ddianggap dmemiliki dunsur dpersamaan 

pada dpokoknya datau dkeseluruhannya ddengan dmerek dyang dterlebih ddahulu 

terdaftar ddan/atau dmerek dyang dsudah dterkenal. 

 

2.2.5. Merek dTerdaftar ddan dReputasi dMerek dTerdaftar 

a. Merek dTerdaftar 

  Merek dterdaftar dadalah dmerek dyang ddiakui dsah ddan ddilindungi dhukum, 

ddengan ddemikian dpihak dlain ddilarang dmenggunakan dmerek dterdaftar 

dtanpa dpersetujuan ddari dpemilik dhak dmerek.
28

 dPemilik dmerek duntuk 

                                                           
28 dHenry dSoelistyo, dBad dFaith dDalam dHukum dMerek, d(Yogyakarta: dPT. 
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dmendaftarkan dmereknya dharus dmelalui dsejumlah dproses dtahapan 

dpermohonan dpendaftaran dyang ddiatur ddidalam dBAB dIII dPermohonan 

dPendaftaran dMerek dPasal d4 dsampai dPasal d19 dUndang-undang dNomor 

d20 dTahun d2016 dtentang dMerek ddan dInidkasi dGeografis. dPemohon 

dpendafataran dwajib dmemenuhi dketentuan dpersyaratan dpermohonan 

dpendaftaran dmerek, dpermohonanan ddengan dmenggunakan dhak dprioritas, 

dwajib ddilengkapi ddengan dbukti dtentang dpenerimaan dpermohonan 

dpendaftaran dmerek dyang dpertama dkali dmenimbulkan dhak dprioritas 

dtersebut dyang dditerjemahkan dke ddalam dbahasa dIndonesia dyang 

ddilakukan ddengan doleh dpenerjemah dyang ddisumpah. dBukti dhak dprioritas 

dberupa dsurat dpermohonan dpendaftaran dbeserta dtanda dpenerimaan 

dpermohonan dtersebut dyang djuga dmemberikan dpenegasan dtentang dtanggal 

dpenerimaan dpermohonan. dSetelah ditu dDirektorat dJenderal dKekayaan 

dIntelektual d(DJKI) dmemeriksa dkelengkapan ddata dbila dkurang 

dpersayaratannya dDJKI dmengembalikan dkembali dkepada dpemohon dagar 

dsegera ddilengkapi, dterhitung d2 d(dua) dbulan dsejak dtanggal dpenerimaan 

dsurat, dkhusus dkekurangan dyang dmenyangkut dhak dprioritas djangka dwaktu 

dpemenuhan dkelengakapan dberkas dpersyaratan dpaling dlama d3 d(tiga) 

dbulan dsejak dberkahirnya djangka dwaktu dpengajuan dpermohonan ddengan 

dhak dprioritas. dPermohonan dpendaftaran dmerek ddianggap dditarik dkembali, 

dbila dkelengkapan dpersyaratan dtidak ddipenuhi ddan dsegala dbiaya dtidak 

ddapat dditarik dkembali dwalaupun dpemohon datau dkuasanya dmembatalkan 

drencana duntuk dmendaftarkan dmereknya. 

                                                                                                                                                               

dMaharsa dArtha dMulia, d2017), dhlm.4 
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  Permohonan dpendaftaran dmerek dyang ddiajukan doleh dwarga dnegara 

dasing ddan dbadan dhukum dasing dyang dberdomisili ddi dluar dnegeri dwajib 

ddiajukan dmelalui dkuasa, dkuasa dadalah dkonsultan dkekayaan dintelektual 

dyang dmemiliki dkeahlian ddibidang dkekaayaan dintelektual dserta dterdafatar 

dsebagai dkonsultan dkekayaan dintelektual. dApabila dterjadi dpelanggaran 

dterhadap dmerek dterdaftar dmaka ddapat ddiajukan dgugatan dterhadap dpihak 

dlain dyang dsecara dtanpa dhak dmenggunakan dmerek dmilik dpihak dlain. 

dGugatan dsengketa dmerek ddiajukan ddi dPengadilan dNiaga.
29

 

 

 

b. Reputasi dMerek dTerdaftar 

  Hak datas dmerek dterdaftar dsangat dpenting ddan dsangat dberharga 

dkarena dada dhubungannya ddengan dreputasi ddari djenis dbarang 

ddan/atau djasa dyang ddi dtawarkan. dSehingga dmerek dsuatu dperusahaan 

dseringkali dlebih dbernilai ddibandingkan daset drill dperusahaan 

dtersebut.
30

 dSecara dgaris dberdasarkan dreputasinya dmerek ddibagi 

dmenjadi d3 d(tiga) dyaitu:
31

 d 

 

1) Merek dBiasa d(Normal-mark) 

  Merek dbiasa dadalah dmerek dyang dtergolong dtidak dmempunyai 

dreputasi dtingi, datau dtidak dmempunyai dpancaran ddaya dtarik duntuk 

                                                           
29 dAdrian dSutedi, dHak dAtas dKekayaan dIntelektual, d(Jakarta: dSinar dGrafika, 

d2013), dhlm.95-96. 
30 dTim dLindsey ddkk, dHak dKekayaan dIntelektual, d(Bandung: dPT dAlumni, 

d2011), dhlm d131. 
31 dAgung dSujatmiko,Bambang dSugeng, d“Monopoli dPada dLisensi dmerek 

dTerkenal ddan dKaitannya ddengan dPersaingan dUsaha”, dJurnal dMasalah-Masalah 

dHukum, d dJilid.42 dNo.1, d(April, d2013), dhlm.226. 
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dmenjadi dpilihan dutama dmasyarakat dkosumen.
32

 

2) Merek dTerkenal d(Well-Known) 

  Merek dTerkenal dadalah dmerek dyang dmemiliki dreputasi dtinggi 

ddikenal dsecara dumum doleh dmasyrakat dmelalui dpenawaran-penawaran, 

dinvestasi ddan dterdafatr ddi dberbagai dnegara. dMerek dterkenal dtidak 

ddidefinisikan dsecara deksplisit ddidalam dUndang-undang dNomor d20 

dTahun d2016 dtentang dMerek ddan dIndikasi dGeografis dNamun 

ddijelaskan dkriteria dmerek dterkenal ddidalam dPasal d18 dayat d3 

dPeratuan dMenteri dHukum ddan dHak dAsasi dManusia dNomor d67 

dTahun d2016 dTentang dpendaftaran dHak dMerek dyaitu: 

a. Pengetahuan datau dpengakuan dmasyarakat dterhadap dmerek 

bersangkutan dsebagai dmerek dterkenal. 

b. Volume dpenjualan dbarang ddan/atau djasa 

c. Pangsa dpasar dyang ddikuasai doleh dmerek dtersebut ddalam 

hubungannya ddengan dperedaran dbarang datau djasa 

d. Jangkauan ddaerah dpenggunaan dmerek 

e. Jangka dwaktu dpenggunaan dmerek 

f. Intensitas ddan dpromosi dmerek, dtermasuk dnilai dinvestasi dyang 

dipergunakan duntuk dpromosi dtersebut d 

g. Pendaftaran dmerek datau dpermohonan dpendaftaran dmerek ddi 

dnegara lain 

                                                           
32 dEddhie dPraptono, d“Penerapan dPrinsip-Prinsip dGATT dDalam dPerlindungan 

dMerek dTerkenal ddi dIndonesia”, dJurnal dCermin, dNo.43, d(Januari, d2009), 

dhlm.2 
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h. Tingkat dkeberhasilan dpenegakan dhukum ddibidang dmerek, 

dkhususnya mengenai dpegakuan dmerek dtersebut dsebagai dmerek 

dterkenal doleh lembaga dyang dberwenang 

i. Nilai dyang dmelekat dpada dmerek dyang ddiperoleh dkarena dreputasi 

dan djaminan dkualitas dbarang ddan/atau djasa dyang ddilindungi doleh 

merek dtersebut. 

 

  Semakin dluas dpengetahuan dmasyarakat dterhadap dmerek dtersebut 

dmaka dakan dsemakin dbesar dpeluang ddigolongkan dmenjadi dmerek 

dterkenal. dPengadilan dNiaga ddapat dmemerintahkan dlembaga dyang 

dbersifat dmandiri duntuk dmemperoleh dkesimpulan dmengenai dterkenal 

datau dtidaknya dmerek dyang dmenjadi ddasar dpenolakan.
33

 dArtinya 

dterkenal datau dtidaknya dsuatu dmerek ddidasari dkarena dPertama 

dasumsi dpengetahuan dmasyarakat dmengenai dmerek dyang 

ddipersengketakan ddan; dKedua dberdasarkan dputusan dpengadilan datas 

ddasar dkesimpulan dlembaga dtertentu dyang dberwenang. 

  

                                                           
33 dDjoko dPrakoso, dHukum dMerek ddan dPaten ddi dIndonesia, d(Semarang: dDahara 

dPrize, d2013), dhlm.75. 
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3) Merek dTermasyur d(Famous) 

  Merek dtermasyur dadalah dmerek dyang dsedemikian drupa dmasyurnya 

ddi dseluruh ddunia dsehingga dmengakibatkan dreputasinya ddigolongkan 

dsebagai dmerek daristokrat ddunia. dSelain ditu dmempunyai dreputasi 

dyang dsangat dtinggi dmaka dsecara dotomatis dmerek dtersebut djuga 

dmempunyai dpotensi dnilai ddan dkekuatan dpemasaran dyang dtinggi 

dkarena dmerek dtersebut dmerupakan dpilihan dkonsumen.
34

 d 

 

2.2.6. Perlindungan dHak dMerek 

  Untuk dmemperoleh dperlindungan dhak datas dmerek dmaka dcalon dpemilik 

dmerek dharus dmendaftarkan dterlebih ddahulu dmerek dmiliknya ddengan 

dmelalui dsejumlah dtahapan dyaitu: d
35

 

a. Pemohon dmelengkapi ddan dmengisi ddata ddalam dformulir donline   

melalui dlink dDJKI d(Direktorat dJenderal dKekayaan dIntelektual) datau  

datang dlangsung dke dkantor dDJKI dmaupun dKanwil dKemenkumham 

terdekat. d 

b. Selanjutnya dDJKI dakan dmenetapkan dtanggal dpenerimaan. 

c. Setelah dpermohonan dpemohon ddinyatakan dlengkap dselanjutnya 

diumumkan ddalam dBerita dResmi dMerek. 

 

                                                           
34 dEddhie dPraptono, dop. dcit. dhlm.2. 
35

Direktorat dJenderal dKekayaan dIntelektual d(DJKI) dKemenkumham, d“Modul dKekayaan 

dIntelektual dBidang dMerek dDan dIndikasi dGeografis”, 

dhttps://www.dgip.go.id/unduhan/modul-ki?kategori=merek/ d2019/10/01/ dmodul-kekayaan-

intelektual-bidang-merek-dan-indikasi-geografis/ d(Jumat, d22 dJuli d2022, d20.36) 

https://www.dgip.go.id/unduhan/modul-ki?kategori=merek/
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  Dari dpenjelasan dsebelumnya dhak dMerek dyang ddi dlindungi doleh d 

dnegara dadalah dhak dmerek dyang dsudah dterdaftar ddan ddiumumkan ddalam 

dBerita dResmi dMerek datau ddikenal ddengan dasas dfirst dto dfile datau 

dsistem dkonstitutif. dDijelaskan ddalam dPasal d3 dUndang- dundang dNomor 

d20 dTahun d2016 dadalah d“Hak datas dmerek ddiperoleh dsetelah dMerek 

dtersebut dterdaftar”. 

 

  Perlindungan ddari dnegara dkepada dmerek dyang dtelah dterdaftar ddibatasi 

ddalam djangka dwaktu d10 d(sepuluh) dTahun dsejak dtanggal dpenerimaan 

ddan ddapat ddiperpanjang ddalam djangka dwaktu dyang dsama. dHak dmerek 

dyang dsudah dterdaftar ddapat ddigunakan dsendiri doleh dpemilik dmerek datau 

dmemberikan dizin dkepada dpihak dlain duntuk dmenggunakan dmereknya. 

dHak datas dmerek ddapat ddialihkan dkarena: dpewarisan, dwasiat, dwakaf, 

dhibah, dperjanjian ddan dsebab dlain dyang ddiperbolehkan doleh dUndang-

undang. 

 

2.3. Tinjauan dUmum dTentang dUnsur dPersamaan dPada dPokoknya 

2.3.1. Pengertian dUnsur dPersamaan dPada dPokoknya 

  Merek dmerupakan dbagian ddari dkekayaan dintelektual dyang dberperan 

dpenting dsebagai dunsur dutama dyaitu dtanda dpembeda ddalam ddunia 

dperdagangan. dBerdasarkan dPasal d20 dUndang-undang dNomor d20 dtahun 

d2016 dMerek ddan dIndikasi dGeografis dtidak ddapat ddi ddaftar djika: 

a) Bertentangan ddengan dideologi dnegara, dperaturan dperundang-undangan, 

moralitas, dagama, dkesusilaan, datau dketertiban dumum. 
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b) Sama ddengan dberkaitan, datau dhanya dmenyebut dbarang ddan/atau djasa 

yang ddimohonkan dpendaftarannya. 

c) Memuat dunsur dyang ddapat dmenyesatkan dmasyarakat dtentang dasal, 

kualitas, djenis, dukuran, dmacam, dtujuan, dpenggunaan dbarang ddan/atau 

jasa dyang ddimohonkan dpendaftarannya datau dmerupakan dnama dvarietas 

tanaman dyang ddilindungi duntuk dbarang ddan/atau djasa dyang dsejenis. 

d) Memuat dketerangan dyang dtidak dsesuai ddengan dkualitas, dmanfaat, datau 

khasiat ddari dbarang ddan/atau djasa dyang ddiproduksi. 

e) Tidak dmemiliki ddaya dpembeda ddan/atau 

f) Merupakan dnama dumum ddan/atau dlambang dmilik dumum. 

 

  Selain ditu dterkait dunsur dpersamaan dpada dpokoknya ddi ddiatur ddalam 

dPasal d21 dayat d1 dUndang-undang dNomor d20 dTahun d2016 dyaitu 

d“Permohonan dditolak djika dMerek dtersebut dmempunyai dpersamaan dpada 

dpokoknya datau dkeseluruhannya ddengan: 

a) Merek dterdaftar dmilik dpihak dlain datau ddimohonkan dlebih ddahulu 

doleh pihak dlain duntuk dbarang ddan/atau djasa dsejenis 

b) Merek dterkenal dmilik dpihak dlain duntuk dbarang ddan/atau djasa dsejenis 

c) Merek dterkenal dmilik dpihak dlain duntuk dbarang ddan/atau djasa dtidak 

sejenis dyang dmemenuhi dpersyaratan dtertentu datau 

d) Indikasi dGeografis dterdaftar. 

 

  Kemudian ddijelaskan ddibagian dpenjelasan dPasal d21 dayat d1 

dUndangundang dNomor d20 dTahun d2016 dPersamaan dPada dPokoknya 

dadalah dkemiripan dyang ddisebabkan doleh dadanya dunsur dyang ddominan 
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ddengan dmerek dmilik dpihak dlain. dSelain dmerujuk dkepada dhukum 

dnasional dIndonesia djuga dmeratifikasi dbeberapa dkonvensi dinternasional 

dtentang dMerek ddemi dkeharmonisan dpengaturan ddalam dbidang dmerek 

dyang dtergabung dkedalam dnegara-negara dyang dturut dserta ddalam 

dkonvensi dinternasional ddiantaranya dsebagai dberikut:
36

 

a. Konvensi dParis dberdasarkan dPasal d6 dbis 

1) The dcountries dof dthe dunion dundertake, dex dofficio dif dtheir 

dlegislation dso dpermit dor dtherequest don dan dinterest dparty, dto 

drefus dor dto dcancel dthe dregistration dand dto dprohibit dthe duse dof 

dtrademark dwhich dconstitutes da dreproduction, dan dimitation dor da 

dtranslation, dlaible dto dcreate dconfunsion, dof da dmark dconsidered 

dby dthe dcompetent dauthority dof dthe dcountry dregistration dor dto 

duse dwell-known din dthat dcountry das dbeing dalready dthe dmarks dof 

dperson dentiled dto dbenefit dof dthis dconvention dand dused dfor 

didentical dor dsimilia dgoods. dThese dprovison dshall dalso dapply 

dwhen dthe dessential dpart dof dthe dmarks dconstitutes da 

dreproduction dof dany dsuch dwell-known dmark dor dimitation dliable 

dto dcreate dconfusion dtherewith. 

 

2) A dperiod dof dat dleast dfive dyears dfrom dthe ddate dof dregistration 

dshall dbe dallowed dfor drequesting dcancellation dof dsuch dmarks. 

                                                           
36

Sendy dAnugrah dSutisna dPutra, d“Unsur dPersamaan dPada dPokoknya dDalam 

dPendaftaran dMerek dMenurut dUndang-undang d dNomor d20 dTahun d2016 dTetang 

dMerek ddan dIndikasi dGeografis dDan dPenerapannya dDalam dPraktik dDihubungkan 

dDengan dPelanggaran dTerhadap dMerek dTerkenal”, dJunal dAktualita, dVol.2 dNo.1 

d(Juni,2019), d25-27. 
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dThe dcountries dof dthe dunionprovided dfor da dperiod dwithin dwhich 

dthe dprohibition dof duse dmuat drequested. 

3) No dtime dlimit dshall dbe dfixed dfor dseaking dthe dcencelletation dof 

dthe dprohibition dof duse dof dmarks dregistered dor dusein dbad dfaith. 

 

  Negara danggota dmengikuti daturan dsesuai dyang ddijelaskan dsebelumnya 

ddalam dPasal d6 dbis dbahwa dpermohonan dmerek ddibatalkan dapabila 

dada dunsur dpersamaan ddengan dmerek dterkenal ddan/atau dmerek 

dterdaftar. dSelain ditu djuga dhak datas dmerek ddapat dhilang dapabila 

dtidak ddigunakan ddalam djangka dwaktu dtertentu. dSelama dmerek 

dtersebut dmasih ddiperpanjang dpendaftaran dmerek ddi dkantor dmerek 

ddan ddigunakan dmaka doleh dpemilik dpertama dhak datas dmerek dtersebut 

dmasih dmelekat dpada ddirinya. 

 

b.   TRIPS daggrement dhal dyang ddiatur ddalam dkonvensi dsalah dsatunya 

dtentang dpembatalan dmerek dapabila dtidak ddigunakan ddalam djangka 

dwaktu d3 dtahun dberturut-turut, dkecuali dada dalasan dlain dyang dsah 

dberdasarkan dadanya dhambatan-hamabatanyang ddialami dpemegang 

dmerek. 

 

c.   Trademark dLaw dTreaty dmensyaratkan dmengatur dtentang dpendaftaran 

dmerek dharus dmenunjukkan ditikad dbaik dketika dmendaftar. dDalam 

dhal dini dpenerapannya ddengan dcara dpemilik dmerek ddengan dkantor 

dDJKI dsama-sama dmemeriksa dmerek dyang dsudah dterdaftar dserta 

dmerek dterkenal dagar dmenghindari dpersamaan dyang dmengakibatkan 

ditikad dtidak dbaik ddalam dpermohonan dpendaftarannya. 
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d.   Nice dAgreement dadalah dkonvensi dinternasional dmengenai dkelas 

dbarang ddan djasa dterhadap dpendaftaran dsuatu dmerek. 

 

e.   Protocol dMadrid dadalah dkonvensi dterbaru dyang ddiratifikasi doleh 

dIndonesia dkonvensi dini dmengatur dtentang dsistem dpendaftaran dmerek 

dintenasional dpada dbiro dinternasional dmelalui dperantara dkantor dDJKI 

ddi dnegara danggota. dUntuk ddapat dditerima dmereknya ddi ddunia 

dinternasional dharus dmelalui dsejumlah dpengawasan dyang dketat dyang 

ddilakukan doleh dnegara danggota. dSalah dsatu dpengawasannya dadalah 

dunsur dpersamaan ddengan dmerek dlain, djika dmerek dtersebut dmemiliki 

dpersamaan dmaka dpendaftaran dtersebut dtidak dakan dditerima. 

 

  Untuk dmenentukan dbahwa dsuatu dmerek dmemiliki dpersamaan dpada 

dpokoknya datau dtidak dmaka dterhadap dmerek dtersebut dharus ddilihat 

dsecara dkeseluruhannya dkarena, dfokusnya dlebih dbanyak ddiperhatikan dpada 

dtitiktitik dpersamaannya ddaripada dtitik-titik dperbedaannya. dDengan 

ddemikian dmaka ddalam dpersamaan dpada dpokoknya dkemiripan ditu dbersifat 

dsubstansial, dyaitu dmeskipun dmerek dtersebut dtidak dsama dpersis, dnamun 

dperbedaannya dmasih ddapat ddi dlacak, dsehingga dpersamaan dyang dmuncul 

ddari dmerek dtersebut dhanya dberupa d“Kesan”. dDalam dhal dunsur 

dpersamaan dpada dpokoknya dtidak dada dpersamaan dsecara dutuh dantara 

dmasing-masing dmerek dhanya dsaja dmerek dtersebut dmenurut dpandangan 

dumum datau dkhalayak dramai d“Terkesan dmirip”. dDalam dpraktiknya dcukup 

dsulit duntuk dmenentukan dunsur dpersamaan dpada dpokoknya dbahkan 
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dpersolan dini dsering dtidak dselesai ddi dmeja ddebat. dMajelis dHakim dpun 

dtidak dmemiliki dpersepsi dsama ddalam dpenentuan dkasus dmerek dtersebut.
37

 

 

  Dengan ddemikian dkasus dsengketa dmerek ddalam dhal dini dpersamaan 

dpada dpokoknya dterjadi dapabila dpihak dlain d dmeniru dmerek dyang dtelah 

dterdaftar dlebih ddahulu ddan/atau dmerek dterkenal dsehingga dmenimbulkan 

dkesan dyang dsama dakan dmerek dtersebut dkepada dkhalayak dumum.
38

 d 

 

2.3.2. Unsur-Unsur dYang dMenentukan dAdanya dPersamaan dPada 

dPokoknya 

  Suatu dmerek dterkesan dmenimbulkan dkesamaan dpada dpokoknya ddengan 

dmerek dmilik dpihak dlain dapabila dmenimbulkan dkebingungan dnyata, 

dkekeliruan dkepada dkhalayak dumum dsebagi dkonsumen.
39

 dMengutip 

dYurisprudensi ddari dPutusan dMahkamah dAgung dNomor d789 

dK/PDT.SUSHKI/2016, dPutusan dMahkamah dagung dNomor d279 

dPK/Pdt/1992 dmenyatakan dbahwa dmerek dmempunyai dPersamaan dPada 

dPokoknya dmaupun dsecara dkeseluruhan djika dmemiliki d: d
40

 

                                                           
37

Insan dBudi dMaulana, dKompilasi dUndang-undang dHak dCipta, dPaten, dMerek ddan 

dTerjemahan dKonvensi-Konvensi ddi dBidang dHak dAtas dKekakayaan dIntelektual 

d(HAKI), d(Bandung: dCitra daditya dBakti, d2005), dhlm.46, ddikutip doleh dFaradila 

dYulistari dSitepu, d“Larangan dPendaftaran dMerek dYang d dSama dPada dPokoknya 

dDengan dMerek dTerdaftar dStudi dTerhadap dBeberapa dPutusan dMahkamah dAgung”, 

d(Tesis, dRepositori dInstitusi dUSU, dUniversitas dSumatera dUtara, d2012), d25. 
38 dSudargo dGautama ddan dRizwanto dWinata, dHukum dMerek dIndonesia, dCet.4, 

d(Bandung: dPT dCitra dAditya dBakti, d1993), dhlm.100. 
39

Yahya dHarahap, dTinjauan dMerek dSecara dUmum ddan dHukum dMerek ddi dIndonesia 

dBerdasarkan dUndang-undang dNomor d19 dTahun d1992, d(Bandung: dPT dCitra dAditya 

dBakti, d1996), dhlm.417. 
40

Hukum dOnline, d“Arti d„Persamaan dPada dPokoknya‟ ddalam dUU dMerek ddan 

dIndikasi dGeografis”, dhttps://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-

dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/ d2020/08/13/ darti-persamaan-pada-

pokoknya-dalam-UU-merek-dan-indikasi-geografis/ d(Sabtu, d23 dJuli d2022, d18.25) 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/
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a) Persaman dbentuk d(similarity dof dform) 

b) Persamaan dkomposisi d(similarity dof dcomposition) 

c) Persamaan dkombinasi d(similarity dof dcombination) 

d) Persamaan dunsur delemen d(similarity dof delemnts) 

e) Persamaan dbunyi d(sound dsimilarity) 

f) Persamaan ducapan d(phonetic dsimilarity) 

g) Persamaan dpenampilan d(similarity dof dappearance) 

 

 Selain ditu djuga dunsur dyang dmenentukan dunsur dpersamaan dpada 

dpokoknya dadalah: 

a.   Persamaan dvisual dtolak dukurnya ddari d“Sisi dtampilan” dmerek 

dtersebut dbisa dkarena dpersamaan dmengenai: dbentuknya, dpenempatan 

dunsurunsur, dsusunan dwarna datau dkombinasi ddari dunsur-unsur dyang 

dmenimbulkan dkesan dadanya dpersamaan dyang ddapat dmembuat dorang 

dbingung. dContohnya dsengketa dmerek dyang dtelah dberujung ddamai 

dyang dditangani doleh dKantor dHukum dSopian dSitepu dand dPartner 

dantara dMerek dSTMIK dDharma dWacana ddengan dSTMIK dDharma 

dWacana dMetro. 

b. Persamaan dkonseptual dtolak dukurnya ddari dkesamaan d“Filosofi ddan 

makna” dyang dterkandung ddalam dmerek dtersebut. 

c. Persamaan dfonetik dtolak dukurnya dpada dadanya dpersamaan dsecara 

“Pengucapan datau dbunyi” dsehingga dmenimbulkan dkesan dadanya 

persamaan. 

  Menurut dEmmy dYuhassarie ddikenal ddua dteori, dyaitu dteori dholistic 

dapproach ddan ddominancy. dMenurut dteori dholistic dapproach, duntuk 
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dmenentukan dada dtidaknya dpersamaan dmerek dharus ddilihat dsecara 

dkeseluruhan dbaik ddari dbunyi, darti, dejaan, dataupun ddari dtampilan. 

dSedangkan dmenurut dteori ddominancy, dhanya dunsur dyang dpaling 

ddominan.
41

 dDi dbeberapa dnegara dterdapat dkriteria-kriteria dyang dsama 

ddalam dmenentukan dunsur dpersamaan dpada dpokoknya dyaitu ddi dAmerika 

dSerikat duntuk dmenentukan dadanya dsuatu dpersamaan dpada dpokoknya 

dpada dsuatu dmerek dberpatokan dpada dsound d(bunyi), dsight d(pandangan) 

ddan dmeaning d(arti). dSedangkan ddi dJepang dpersamaan dunsur dpokoknya 

ddidasarkan dpada dtiga dkriteria dyaitu dgaikan d(penglihatan/penampilan), 

dshouko d(cara dpengucapan), ddan dkonnen d(pengertian).
42

 

 

  Dalam dPenjelasan dPasal d21 dayat d1 dUndang-undang dNomor d20 dTahun 

d2016 dtolak dukur dyang ddigunakan duntuk dmengatakan dsuatu dmerek 

dmemiliki dunsur dpersamaan dpada dpokoknya ddengan dmerek dmilik dpihak 

dlain dditandai ddengan dadanya dunsur dyang ddominan datau ddapat ddipahami 

dmaksudnya dadalah: dunsur dyang dpaling dpokok ddan dutama ddari dmerek. 

dSehingga ddapat ddisimpulkan dpersamaan dpada dpokoknya dmuncul dkarena 

dadanya dpersamaan ddalam dbentuk, dmakna, dserta dbunyi ddari dmerek dyang 

ddiperbandingkan. 

  

                                                           
41 dEmmy dYuhassarie, dHak dKekayaan dIntelektual ddan dPerkembangannya, d(Jakarta: 

dPusat dPengkajian dHukum, d2005), dhlm.184 ddikutip doleh dDeddy dA.G dSirait, 

d“Analisis dYuridis dTerhadap dSengketa dHak dMerek dAntara dPT. dIndrasari dKencana 

dDengan dPT. dInvilon dSagita d(Studi dPutusan dMA dNo. d149 dPK/Pdt.Sus/2010)”, 

d(Tesis, dRepositori dInstitusi dUSU, dUniversitas dSumatera dUtara, d2018), d79 
42 dH.D dEffendy dHasibuan, dPerlindungan dMerek dStudi dMengenai dPutusan 

dPengadilan dIndonesia ddan dAmerika dSerikat, d(Jakarta d: dProgram dPasca dSarjana 

dFakultas dHukum dUI,2003), dhlm.272. 
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2.4. Tinjauan Umum Tentang  Merek ACC Memberi Kemudahan Dengan Merek 

KlikACC 

2.4.1. Sejarah Pendaftaran Merek PT. Astra Sedaya Finance 

PT. Astra Sedaya Finance adalah salah satu grup dari perusahaan pembiayaan 

Astra Credit Companies (ACC) PT. Astra Sedaya Finance sendiri didirikan sejak 

15 Juli 1982 dan mulai beroperasi dalam bidang consumer finance pada tahun 

1983 yang pada saat itu masih bernama PT. Raharja Sedaya. Pada tahun 1990 PT. 

Raharja Sedaya kemudian berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Merek ddengan ddengan djudul dseni dlukisan dACC dsudah ddidaftarkan 

dsejak dtanggal d30 dMei d1996 ddengan dnomor d018525 ddan ddisahkan doleh 

dDirektorat dJenderal dHak dCipta, dPaten ddan dMerek dDepartemen 

dKehakiman dRepublik dIndonesia. dKemudian ddi dtanggal d26 dJuni d2014 

dPT. dAstra dSedaya dFinance dmendaftarkan dmerek d“ACC dmemberi 

dkemudahan” ddengan dciri dgambar dseseorang ddengan dmemakai dkemeja 

ddan ddas dsedang dtersenyum dsambil dmemegang dsetir dmobil ddengan dlatar 

dbelakang dwarna dbiru ddan ddibawah dtertulis dhuruf dbesar dACC ddengan 

Gambar.1 Logo Merek  Milik Perusahaan PT. Astra Sedaya Finance 

Selaku Pihak Penggugat 
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dfont dwarna dhitam, ddengan dbackground dwarna dputih, ddan ddibawah 

dhuruf dACC dterdapat dkalimat d“memberi dkemudahan” dsingkatan dACC 

ddimaksud dadalah dAstra dCredit dCompany ddalam dbahasa dInggris ddengan 

dnomor dsertifikat dmerek: dIDM000554835 ddan dmasuk dkedalam dkelas 

dbarang/jasa: d36 duntuk djenis djasa dpembiayaan. 

 

2.4.2. Pendaftaran Merek PT. Aman Cermat Cepat 

PT Aman Cermat Cepat sebagai tergugat telah mendaftar mereknya yaitu 

KlikACC dengan ciri: gambar telunjuk kanan berwarna hitam sedang menekan 

lingkaran tombol dan di sampingnya tertulis KlikACC (font klik berwarna kuning 

dan font ACC berwarna biru) dan penulisan KlikACC tanpa disertai spasi. ACC 

kepanjangan dari Aman Cermat Cepat dalam bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

Merek terdaftar sejak tanggal 10 April 2018 dengan filing date 28 Februari 2017 

dengan sertifikat merek Nomor IDM000611517 dengan kelas 36 untuk jenis jasa: 

jasa asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, jasa perbankan, bank devisa, 

bank kredit, bank pasar, bank tabungan, jasa tabungan, jasa deposito, jasa kartu 

kredit, pengiriman uang bank manual maupun elektronik, penanaman modal, 

konsultasi keuangan. 

 

Gambar.2 Logo Merek Milik Perusahaan PT. Aman Cermat Cepat 

Selaku Pihak Tergugat 
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2.5. Tinjauan Umum Tentang Peran Penasehat Hukum 

  Penasehat dhukum datau dpengacara dpraktik ddan dkonsultan dhukum datau 

dadvokat dberdasarkan dketentuan dperalihan dPasal d32 dayat d1 ddisebut 

dsebagi dadvokat. dPengertian dadvokat ddalam dPasal d1 dayat d1 ddan dpasal 

d5 dayat d2 dUndang-undang dNomor d18 dTahun d2003 dtentang dAdvokat 

dadalah dorang dyang dberprofesi dmemberi djasa dhukum, dbaik ddi ddalam 

dmaupun ddi dluar dpengadilan dyang dwilayah dkerjanya ddi dseluruh dwilayah 

dRepublik dIndonesia. 

 

  Tugas ddan dtanggung djawab dadvokat dberdasarkan dPasal d1 dayat d2 

dUndang-undang dNomor d18 dTahun d2003 dtentang dAdvokat dadalah 

dmemberikan djasa dhukum dberupa dmemberikan dkonsultasi dhukum, 

dmenjalankan dkuasa, dmewakili, dmendampingi, dmembela, ddan dmelakukan 

dtindakan dhukum dlain duntuk dkepentingan dhukum dklien dbisa dorang, 

dbadan dhukum datau dlembaga dlain dyang dmenerima djasa dhukum ddari 

dadvokat. d 

 

  Dalam dkamus dumum dpolitik ddan dhukum dmengatakanbahwa dadvokat 

dadalah dorang dyang dmelakukan dtugas dmemberikan dbantuan dhukum 

ddalam dsidang dpengadilan dperkara dperdata dmaupun dpidana; dpengacara, 

dahli dhukum.
43

 dPada ddasarnya dtugas dpenting dpenasehat dhukum dadalah 

duntuk dmemeberikan dlegal dopinion, dserta dnasehat dhukum ddalam drangka 

dmenjauhkan dklien ddari dkonflik, dsedang ddi ddalam dpraktik dberacara ddi 

                                                           
43 dTelly dSumbu, dMerry dE dkalalo, dEngelin dR. dPalendeng ddan dJohny dLumolos, 

dKamus dUmum dPoitik ddan dHukum, d(Jakarta d: dJala dPermata dAksala, d2010), dhlm 

d8 
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dperadilan dpenasehat dhukum dmengajukan datau dmembela dkepentingan 

dhukum dkliennya.
44

 dSelain ditu djuga dadvokat dmemiliki dfungsi dsosial 

ddalam dmenjalankan dtugasnya dbukan dhanya dsebagai dpembela dkonstitusi 

dnamun djuga dsebagai dpembela dhak dasasi dmanusia. dBerdasarkan dapa 

dyang ddikemukakan dini dmaka dkewajiban dpemberian dbantuan dhukum doleh 

dadvokat dtelah ddiatur dsecara dtegas ddalam dPasal d22 dayat d(1) 

dUndangUndang dNomor d18 dTahun d2003 dtentang dAdvokat. dDalam dPasal 

d22 dayat d(1) dtersebut ddijelaskan dbahwa dadvokat dwajib dmemberikan 

dbantuan dhukum dsecara dcuma-cuma dkepada dpencari dkeadilan dyang dtidak 

dmampu. dSehingga dpedoman dnya dbukan dhanya dpada dmencari 

dkeuntungan dsemata dnamun djuga dsebagai dpengahrgaan dterhadap dhak 

dasasi dmanusia. 

 

2.6. Profil Instansi 

2.6.1. Deskripsi Instansi 

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja 

sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai 

sebelum memasuki dunia kerja.  

 

Dalam rangka menunjang keahlian mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas 

Lampung menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan kerja disebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. 

                                                           
44 dSuhrawardi dK dLubis, dEtika dProfesi dHukum, d(Jakarta: dSinar dGrafika, d2012) 

dhlm.28 
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Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah 

sebagai berikut: 

a) Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5; 

b) Telah menempuh minimal 89 sks; 

c) Telah lulus dari mata kuliah dasar; 

d) Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka. 

 
  Kegiatan dmagang dini dtelah ddisesuaikan ddengan dkurikulum dprogram 

dstudi dfakultas dhukum ddan dberdasar dpada dUndang-Undang dNomor d12 

dTahun d2012 dtentang dPendidikan dTinggi dPasal d5 dyang dberbunyi: d 

a.   Berkembangnya dpotensi dmahasiswa dagar dmenjadi dmanusia dyang 

dberiman ddan dbertakwa dkepada dTuhan dYang dMaha dEsa ddan 

dberakhlak dmulia, dsehat, dberilmu, dcakap, dkreatif, dmandiri, dterampil, 

dkompeten, ddan dberbudaya duntuk dkepentingan dbangsa; 

b.   Dihasilkannya dlulusan dyang dmenguasai dcabang dilmu dpengetahuan 

ddan/atau dteknologi duntuk dmemenuhi dkepentingan dnasional ddan 

dpengingkatan ddaya dsaing dbangsa; 

c.   Dihasilkannya dilmu dpengetahuan ddan dteknologi dmelalui dpenetilian 

dyang dmemperhatikan ddan dmenerapkan dnilai dhumaniora dagar 

dbermanfaar dbagi dkemajuan dbangsa, dserta dkemajuan dperadaban ddan 

dkesejahteraan dumat dmanusia; ddan 

d.   Terwujudnya dpengabdian dkepada dmasyarakat dberbasis dpenalaran ddan 

dkarya dpenelitian dyang dbermanfaat ddalam dmemajukan dkesejahteraan 

dumum ddan dmencerdaskan dkehidupan dbangsa. 
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Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan 

Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan 

mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara 

ilmu pengetahuan meupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu 

kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti 

Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program 

ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan 

Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing. 

 

2.6.2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

a. Direktur : Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H., M.Kn. 

b. Sekretaris : Junita Sari 

c. Advokat :  

1) Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H., M.Kn. 

2) Kabul Budiono, S.H., M.H 

3) Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn. 

4) Japriyanto Manalu, S.H. 

5) Prandika Bangun, S.H. 

6) Deddyta Sitepu, S.H. 

7) Chaerul Tri Rizki S.H 
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d. Tenaga Ahli : 

1) Dr. Budiyono, S.H., M.H. 

2) Dr. FX Sumarja, S.H., M.H. 

3) Dr Eddy Rifai, S.H., M.S. 

4) Dr.M.Fakih, S.H., M.S. 

5) Rilda Murniati, S.H., M.Hum. 

6) Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. 
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BAB III.  

METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

3.1. Metode Penelitian  

3.1.1. Jenis dan Sumber 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan norma 

hukum Yuridis Normatif.
45

 Karena dalam penelitian mendasarkan substansi 

hukum terkait unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek ACC memberi 

kemudahan dengan merek KlikACC, sumber-sumber hukum yang yang relevan 

dengan penelitian ini yaitu menggunakan norma atau kaidah hukum, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum dari para ahli, 

yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif 

yang juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen yang 

ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum 

lain.
46

 Serta meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan. Untuk 

memahami permasalahan dalam penulisan ini, maka digunakan metode 

Pengolahan Data Kualitatif .
47

 Data yang pertama yang akan dipakai oleh penulis 

adalah studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dalam penelitian hukum yang 

normatif baik itu berbahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan 

                                                           
45

 Satjipto Rahardjo, Hukum dan masyarakat (Angkasa, 1980). 
46

 Bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam praktek (Sinar Grafika, 1991). 
47

 Soekanto Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum,” Universitas Indonesia, Jakarta (1986). 
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hukum tersier. Data Kedua adalah studi dokumen, yaitu pengkajian informasi 

tertulis dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 

PK/Pdt.Sus-HKI/2021; Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-

HKI/2019. 

 

Bersumber dari bahan Hukum Primer, data ini sendiri bersumber dari peraturan 

perundang-undangan berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini 

yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Bahan hukum Sekunder, 

yaitu bahan-bahan hukum yang didalamnya menjelaskan mengenai bahan hukum 

primer.  

 

3.1.2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a. Pencatatan Data 

Jenis dpenelitian dyang ddigunakan doleh dpenulis ddalam dpenelitian dini 

dadalah dpenelitian dhukum dnormatif. dSumber ddata ddalam dpenelitian 

dmenggunakan dsumber ddata dsekunder dyang dberasal ddari dketentuan 

dperundang-undangan, dyurisprudensi, ddokumen dhukum, dbuku dliteratur 

dhukum ddan dbahan dhukum dtulis dlainnya. dData dsekunder dterdiri ddari: 

1)   Bahan dhukum dprimer dyaitu dperaturan dperundang-undangan dyang 

dberkaitan ddengan dpenelitian dini dyang ddijadikan dstudi dkasus doleh 

dpenulis dmeliputi d: 

a)   Undang-Undang dNomor d20 dTahun d2016 dtentang dMerek ddan 

dIndikasi dGeografis 
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b)   Peraturan dPemerintah dNomor d24 dTahun d1993 dtentang dKelas 

dBarang datau dJasa dBagi dPendaftaran dMerek 

2)   Bahan dhukum dsekunder dyaitu dbahan dhukum dyang ddapat dmembantu 

ddalam dmenganalisis dserta dmemahami dbahan dhukum dprimer, dseperti 

dbuku, dartikel, dkarya dtulis, ddan djurnal dyang ddapat dmelengkapi 

dlaporan dakhir 

3)   Bahan dhukum dtersier dyaitu dbahan dyang dmemberikan dpetunjuk 

dmaupun dpenjelasan dterhadap dbahan dhukum dprimer ddan dsekunder 

dyaitu dKamus dHukum, dKamus dBesar dBahasa dIndonesia, dmedia 

dcetak ddan dwebsite 

 

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan mulai tanggal  10 Oktober 2022 

sampai dengan 24  Desember 2022 selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 

08.00 – 17.00 yang dilaksanakan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners 

beralamat di Jl. Ki Maja No.mor 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, 

Kota Bandar Lampung, Lampung. 

 

2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and 

Partners  ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan 

magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan 
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pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and 

Partners untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.  

a) Praktik Kerja 

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan 

meneraplan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang 

mempelajari hukum acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat 

magangnya masing-masing.  

b) Dokumentasi 

 Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi 

informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan 

keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas. 

 

3. Tujuan Magang 

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah 

untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja 

khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kantor Hukum Sopian Sitepu and 

Partners sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara 

hardskill maupun softskill berkenaan dengan praktik beracara di Kantor Hukum 

Sopian Sitepu and Partners sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan 

hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan. 
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4. Manfaat Magang Kerja 

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut: 

a) Bagi Mahasiswa  

 Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan 

ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa 

untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja 

dibidang hukum. 

b) Bagi Perguruan Tinggi Asal 

 Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan 

kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta 

terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan 

terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya. 

 

c) Bagi Instansi Magang 

  Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik 

antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Kantor Hukum 

Sopian Sitepu and Partners. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

1. Penulis menyimpulkan dalam analisis yuridis unsur persamaan pada 

pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 tolak ukur yang digunakan untuk mengatakan 

suatu merek memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek milik 

pihak lain ditandai dengan adanya unsur yang dominan atau dapat dipahami 

maksudnya adalah: unsur yang paling pokok dan utama dari merek. Artinya 

dapat disimpulkan persamaan pada pokoknya muncul karena adanya 

persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek yang 

diperbandingkan. Akibat hukum merek yang memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan merek terdaftar lebih dahulu pada prinsipnya tidak 

memiliki hak ekslusif bagi pemiliknya. Status ekslusif ini tidak memberikan 

kepastian hukum bilamana pemilik tidak menggunakan merekya untuk 

kegiatan produksi barang atau jasa, merek yang terkenal, dan serta lebih 

banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian suatu 

merek terdaftar lebih dahulu bisa saja permohonannya dibatalkan dan 

dihapus dalam daftar umum merek melalui perintah putusan pengadilan 

kepada Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. 
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2. Akibat hukum merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

merek terdaftar lebih dahulu pada prinsipnya tidak memiliki hak ekslusif 

bagi pemiliknya. Dengan demikian suatu merek terdaftar permohonannya 

dapat dibatalkan dan dihapus dalam daftar umum merek melalui perintah 

putusan pengadilan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. 

Dari upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance 

selaku Penggugat dan PT Aman Cermat Cepat selaku Tergugat Putusan 

Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan 

membatalkan Putusan Kasasi Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan Putusan 

Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst, yang mana objek 

sengketa yang terdaftar atas nama Terguguat mempunyai persamaan pada 

pokoknya dari bunyi ucapan kata ACC milik Penggugat yang merupakan 

merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Pendaftaran merek KlikACC milik 

Tergugat telah beritikad tidak baik dan dapat menyesatkan masyarakat 

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan berbagai variasinya. 

3. Peran penasehat hukum dalam perkara tersebut sudah menjalankan fungsinya 

sebagai mestinya demi mepertahankan kesejahteraan klien yang mereknya 

berusaha dimiliki oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. 

  



65 

 

 

 

5.2.Saran 

1. Dalam mendaftarkan suatu merek suatu produk haruslah memperhatikan 

apakah merek tersebut sudah terdaftar atau tidak, tidak ada yang memakainya 

sehingga saat merek sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual dan dikemudian hari tidak ada yang menggugat akibat nama merek 

tersebut memiliki kemiripan dengan merek barang atau jasa milik perusahaan 

lain. Selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya sengketa sebaiknya 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga harus mengecek dan 

memastikan bahwa merek yang akan diajukan pendaftarannya tidak 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruannya dengan merek 

milik pihak lain yang sudah terdaftar. 

2. Majelis Hakim yang memeriksa sengketa merek perlu dengan kehati-hatian 

dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus mampu dalam 

mengadopsi peraturan-peraturan yang terkait. Agar tidak ada pihak lain yang 

merasa dirugikan dengan pendaftaaran merek baru yang diajukan yang 

memiliki unsur persamaan pada pokoknya. 

3. Sebaiknya sikap mempertahankan hak klien ini dimiliki semua oleh para 

advokat atau penasehat hukum agar fungsi kepastian hukum yang diperankan 

oleh advokat selaku penegak hukum berjalan dengan baik. 
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